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130. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda 
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.1 
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ABSTRAK 
 

          Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang,Tanggapan Tokoh Agama 
Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo 
Hilir Kabupaten Sumbawa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
praktik akad hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare, Untuk mengetahui bagaimana 
tanggapan tokoh agama tentang praktik  akad hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare. 

Data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara yang kemudian 
dianalisis dengan dalil-dalil Alquran dan Hadis tentang akad qard dan Ijon yang bersifat umum 
dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

   Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan di desa Berare terkait praktik 
hutang piutang maka dapat di ketahui faktor yang menyebabkan terjadinya parktik hutang piutang 
adalah faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya adalah adanya kebutuhan yang 
mendesak, dan keperluaan modal usaha. Sedangkan dapat dikatakan faktor eksternalnya adalah 
cara memijamnya mudah yaitu dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dengan 
bermodalkan kepercayaan, besarnya pinjaman yang tidak dibatasi dapat dilakukan dimana saja 
yang berdampak mengakibatkan masyarakat lebih tertatik meminjam kepada pemilik modal dari 
pada ke instansi keuangan.Mekanisme hutang piutang yang di praktikkan oleh pemilik modal 
sama dengan akad pada umumnya. Ketika ada petani yang hendak ingin melakukan praktik 
hutang piutang kepada pihak pemilik modal untuk melakukan peminjaman, kemudian kedua 
belah pihak mengadakan perjanjian kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya 
secara lisan dan berupa catatan-catatan mengenai tanggal pengambilan pinjaman,jumlah uang. 

 

Kata Kunci: Tokoh Agama, Akad Hutang Piutang, Ijon  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Fikih muamalah yang ruang lingkupnya diantaranya ialah hukum benda 

dan hukum perikatan, di mana dalam ekonomi hanya berperan sebagai 

instrumen teknis itu saja. Artinya dalam konteks fikih muamalah ekonomi 

dibatasi oleh aturan-aturan teknis yang dibatasi oleh fikih muamalah. Tetapi hal 

ini tidak menjadi batasan kita, dalam melangkah sesungguhnya prinsip moral 

dan syariat dalam islam lebih berpengaruh terhadap sistem ekonomi 

dibandingkan dengan fikih muamalah perkembangan sistem ekonomi islam 

yang dihasilkan dari kajian prilaku ekonomi masyarakat muslim dalam mendikte 

instrumen hukum teknis (fikih muamalah) sekalipun antara keduanya saling 

terkait namun sesungguhnya keduanya adalah hal yang berbeda.2 

Kegiatan ekonomi dalam pandangan islam merupakan kelaziman dan 

tuntutan kehidupan, di samping itu juga terdapat dimensi ibadah. Seperti halnya 

Indonesia yang merupakan Negara yang berlandaskan dengan pancasila yang 

salah satunya adalah ketuhanan yang maha esa dan bermayoritas agama islam 

serta demi tercapainya kemanusian yang adil dan beradab,untuk itu kita sebagai 

manusia yang mulia harusnya bisa membantu sesama umat muslim khususnya 

dan umat manusia umumnya karena kedudukan manusia sebagai makhluk sosial 

yang berintraksi.3 

                                                             
2 Qomarul Huda, Fikih Muamalah, (Yogyakarta:Teras 2011),hlm 9 
3 A. Rahman G,dkk 2010. Fikih Muamlah, Jakarta :Kencana Prenada Media Grup, hal.74 
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Salah satu aspek yang berperan penting dalam menunjang lajunya proses 

pembangunan dalam suatu masyarakat atau Negara yaitu aspek ekonomi, aspek 

ekonomi haruslah mencangkup segala kegiatan Manusia dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menjalankan perekonomian tersebut, 

sudah tentu akan diiringi oleh tindakan atau perbuatan yang bertujuan 

mempertemukan pihak-pihak yang akan mengadakan transaksi masalah 

ekonomi.4 

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang selalu berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan 

lainnya, jika saat tertentu seseorang membutuhkan dana tambahan atau biaya 

tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka harus berhutang. 

Hukum adalah hukum yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang di dalam 

masyarakat, salah satu karakter hukum adat yang ada dalam kegiatan dalam 

kegiatan masyarakat setiap hari yaitu jual beli, tukar menukar, utang piutang.5 

Kerjasama dalam bermuamalah sebagai bagian interaksi manusia dalam 

kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang dimana keuntungan 

dan kerugiannya, hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur 

sedemikian rupa dalam fiqih muamalah agar setiap hak sampai kepada 

pemiliknya ,dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya 

dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya 

terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang 

merugikan dan dirugikan. 
                                                             

4 R. Subekti, 1980, Aspek- Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung:Alumni).hlm.5 
5 Nato Pura Hardijito, tentang Hukum Adat Pengertian dan Pembatasabn dalam Hukum 

Nasional. Majalah Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1969,  Jakarta,hlm.4.  
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           Menariknya yang terjadi di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir 

Kabupaten Sumbawa, di Desa tersebut pelaksanaan kerjasama dalam mencapai 

perekonomian masyarakat biasanya mencari modal untuk melakukan usaha 

pertaniannya mereka meminjam modal dengan pemilik uang, kemudian sepakat 

melakukan perjanjian apapun, dan perjanjian ini terjadi pada saat keadaan 

ekonomi petani sedang menurun, membutuhkan biaya dan, modal untuk sumber 

daya tertentu sehingga hutang dikelolah atau dijadikan modal awal bagi petani, 

petani meminjam modal kepada pemilik uang dan melakukan perjanjian, dengan 

perjanjian modal yang di berikan akan di kelolah sebagai modal awal petani 

untuk menanam padi atau usaha pertanian lainnya kemudian padi tersebut 

dimasukan kedalam daftar hutang pemilik uang sejak buah padi tersebut belum 

buahnya matang sedangkan dalam praktiknya pemilik uang mengambil padi 

setelah matang agar pemilik uang huntung,  hasil panen sawah petani atau 

penjual menjadi milik pemilik uang, meskipun transaksi hutang piutang tersebut  

merugikan petani, petani masi saja meminjam modal kepada pemilik uang 

,karena yang dirasa cara satu-satunya lebih mudah dan praktis meminjam modal 

kepada pemilik uang walaupun mengandung   unsur riba dan mencekik petani, 

minimnya ekonomi membuat petani tergantung kepada pemilik uang, sebagian 

masyarakat atau petani memilih meminjam modal kepada tengkulak walaupun 

ada tempat peminjaman modal yang di pinjam lebih amanah dan terpercaya  

seperti di BUMDES, BANK dan lain-lain, mereka beralasan modal yang 

diberikan akan lama keluar sehingga petani tidak bisa menunggu karena 
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kebutuhan yang mendesak oleh sebab itu sebagian petani dengan terpaksa 

meminjam modal kepada pemilik uang6 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

³7DQJJDSDQ�7RNRK�0DV\DUDNDW�7HUKDGDS�3UDNWLN�Akad Hutang Piutang dengan 

6LVWHP�LMRQ´ 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana praktik akad hutang piutang dengan sistem  ijon di desa Berare 

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa? 

2. Bagaimana Tanggapan Tokoh Agama terhadap praktik akad hutang piutang 

dengan sistem ijon di desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten 

Sumbawa? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah:  

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad hutang piutang dengan 

sistem ijon di desa Berare 

b. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan tokoh agama tentang praktik  

akad hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare. 

2. Manfaat penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini diklarifikasikan menjadi dua, yaitu 

secara teoritis dan secara praktis. 

                                                             
6  Siti Sarah ( Mayarakat ) masyarakat, Desa berare, Tanggal  2 Desember 2020 
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a. Secara teoritis 

  Manfaat secara teoris dalam penelitian inierat hubungannya 

dengan mata kuliah fiqih muamalat, sehingga dengan melakukan 

penelitian ini di harapkan penulis, semua pihak yang berkepentingan 

dapat memahaminya dan semoga penelitian ini dapat memperluas 

keilmuan keislaman terutama di bidang hukum islam, dan bagi pembaca 

pada umumnya serta menjadikan rujukan penelitian akad hutang piutang 

dengan sistem ijon. 

b. Secara praktis  

Secara praktis penelitian ini bermanfaat masyrakat, dan, bagi penelitian 

lainnya. 

1) Masyarakat  

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan 

motivasi kepada masyarakat, bahwah meminjam modal kepada 

tengkulak karena suatu hal yang dilarang oleh  syariat islam. 

2) Untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi penulis.  

3) Bagi peneliti lainnya  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Tanggapan 

Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang Dengan 

Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2020/2021. 

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian  

1. Ruang Lingkup Penelitian  
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Untuk memperjelas masalah yang dibahas dalam penelitian ini 

supaya tidak terjadi pembahasan yang meluas dan penyimpangan dari fokus 

penelitian, makaperlu dikemukakan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang 

lingkup dalam penelitian ini akan fokus pada tradisi akad hutang piutang 

dengan sistem ijon serta mengetahui faktor peminjaman modal oleh 

masyarakat setempat.  

2. Setting penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, 

Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Desa ini dijadikan sebagai 

lokasi penelitian karena melihat  kondisi  yang ada di masyarakat setempat 

memprihatinkan dalam hal peminjaman modal. Hal ini membuat peneliti 

tertarik  untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan untuk 

mengatasi problem agar masyarakat tidak salah langkah. 

E. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka adalah uraian-uraian singkat dari hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Dalam 

uraian yang hendaknya dipaparkan bahwa penelitian yang hendak dilaksanakan 

belum memperoleh hasil yang memuaskan disebabkan pleh teori dan metode 

yang digunakan atau sumber data yang kurang lengkap atau bisa disebut dengan 

refrensi. 

1. Penlitian ini dilakukan oleh Muhamad Syalim 2018 Mahasiswa dari 

Universitas Mataram dengan judul skriSVL�³Jual Beli Padi Dengan Cara Ijon 

di Desa Sepakek´�SHQHOLWLDQ� LQL�PHPIRNXVNDQ�SDGD�EDJDLPDQD�SHODNVDQDDQ�



7 
 

 
 

perjanjian jual beli padi dengan cara ijon di Desa Sepakek Kecamatan 

Pringgarata Lombok Tengah. Dalam penelitian ini  pelaksanaan perjanjian 

jual beli padi dengan cara ijon di Desa Sepakek pihak penjual berjanji untuk 

menyerahkan hak milik suatu barang,sedangkan pihak pembeli berjanji 

untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan 

perolehan hak milik.7 

 Persamaan terhadap penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

sama- sama membahas mengenai ijon pada usaha pertanian. Sedangkan 

perbedaan pada peneleti ini lebih terfokus pada praktik akad hutang piutang 

dengan sistem ijon, dalam penelitian sebelumnya terfokus pada jual beli padi 

secara ijon. 

2. Penelitian dilakukan oleh Alimmatul Ghoriyah pada tahun 2019 Mahasiswi 

,$,1�6XUDNDUWD�GHQJDQ�MXGXO�VNULSVL�³�Jual Beli Mangga Secara Ijon dalam 

Perspektif Sosiologi Hukum Islam´�� 3HQHOLWLDQ� LQL� PHP� IRNXVNDQ� SDGD�

bagaimana praktik jual beli Mangga secara ijon dan menurut perspektif 

hukum islam di desa Sambogunung. Dalam penelitian ini praktik jual beli 

mangga sudah lama dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan 

masyarakat tersebut. dalam perspektif hukum islam di lihat dari segi 

prakteknya, pada akad jual beli Mangga secara ijon terpenuhi berdasarkan 

syarat dan hukum jual beli.8 

                                                             
7  Muhamad Syalim, ³� -XDO� %HOL� 3DGL� 6HFDUD� ,MRQ´� DI Desa Sepakek Kecamatan 

Pringgarata Kabupatn Lombok Tengah ( Skripsi Universitas Mataram 2018). 
8 $OLPPDWXO�*RUL\DK�´� Jual Beli Mangga Secara Ijon Dalam Persfektif Sosiologi Hukum 

Islam di Desa Sembagunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik´����6NULSVL�,$,1�6XUDNDUWD������� 
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 Persamaan terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian 

sekarang sama-sama membahas tentang ijon. Sedangkan dalam 

perbedaannya, pada penelitian yang sekarang lebih terfokus kepada praktik 

akad hutang piutang dengan sistem ijon, dalam skripsi sebelumnya 

membahas jual beli mangga secara ijon dalam perspektif sosiologi hukum 

islam. 

3. 3HQHOLWLDQ�LQL�GLODNXNDQ�ROHK�5L]NR�$UPD�5H]D�6DWULDZDQ�³Analisis Jual Beli 

Buah Duku Secara Ijon (MUKHADARAH) di Desa Gunung Megan Menurut 

Hukum Islam´.penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan 

jual beli buah duku secara ijon (Mukhadarah) menurut hukum islam di desa 

Gunung Megan. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual 

beli buah duku secara ijon dalam hukum islam tidak sejalan dengan jual beli 

menurut hukum islam mengingat pelaksanaan jual beli belum dapat 

diketahui apkah pembeli mendapat keuntungan atau malah rugi dari buah 

duku yang akan dibeli di perkebunan masyarakat di desa Gunung Megan 

dalam hal ini objeknya belum diketahui wujudnya.9 

 persamaan terhadap penelitian sekarang sama peneliti sebelumnya 

sama- sama membahas ijon. Sedangkan dalam perbedaannya, pada 

penelitian ini lebih terfokus pada praktik akad hutang piutang dengan sistem 

ijon, dalam skripsi sebelumnya terfokus pada jual beli duku secara ijon. 

F. Kerangka Teori 

1. Akad Qardh 

                                                             
9 5L]NR�$UPDH]D�6DWULDZDQ��³�Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (mukhadharah) di 

Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam´��6NULSVL�8QLYHUVLWDV�6ULZLMD\D������� 
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               a. Pengertian Akad Qard 

 Secara  ietimologi,  qard}  imerupakan  bentuk  amasdar  dari   

qaradha asy-syai¶±yaqridhu,   yang    berarti   dia    memutuskannya.   

Qard}    adalah bentuk imasdar yang berarti imemutuskan. Dikatakan,  

qaradhu asy-V\DL¶D� bil.  miqradh,  atau    memutus  sesuatu   dengan   

gunting.  Al  qard}   adalah sesuatu yang idiberikan oleh apemilik untuk 

dibayar.10Sedangkan secara terminologi, Qard}  adalah harta yang   

diberikan kepada  orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau 

dikembalikan. Atau dengan   ungkapan   yang  lain,  qardi}  adalah  suatu   

perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang 

lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.11 

1) Menurut  Rachmat  Syafei,  qard}  adalah  akad  terntu  denga   

membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar 

harta yang sama kepadany 

2) Menurut  Saleh,   sebagaimana  dikutip  oleh   Syukri  Iska,  qard}   

adalah   utang yang  melibatkan  barang  atau  komoditi  yang  

boleh  dianggarkan  dan   diganti  mengikuti  timbangan,  

sukatan  atau  bilangan  (fungible commodities). Si pengutang 

bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau 

serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium 

(tambahan) terhadap harta yang adipinjamkan. 

3) Menurut UU No.22 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

qard }   adalah akad pinjamani dana kepada inasabah dengan 

iketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikani adana yang 

                                                             
10 Mardani, Fikih Ekonomi Syariah,(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2012),hlm.333. 
11 Muhamad Yazid, Hukum Ekonomi Islam :Fikih Muamalah,(Surabaya:UIN Sunan 

AmpelPress,2014), hlm.70. 
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diterimanya pada awaktu yang telah disepakati. .12 

4) Menurut fatwa DSN-MUI, qard} adalah suatu akad pinjaman   

kepada nasabah dengan ketentuan bahwa anasabah wajib 

mengembalikan dana yang diterimanyai kepada LKS pada 

waktu yang telah disepakatii olehi LKS dan nasabah. .13 

5) Dalam literatur buku yang ditulis oleh Nurul Huda dan 

Mohamad Heykal, qard}i  adalah  apemberian  harta   kepada  

orang  laini  yang  dapat     ditagih  atau dimintai ikembali.14 

b. Dasar Hukum Qardh 

      Dasar hukum qard pada dasarnya mubah (boleh) dalam literatur 

fikih salaf ash shahij disebutkan bahwa qard dikategorikan dalam aqd 

tathawwul atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi 

komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada 

nasabah.15 

Adapun dasar akad yang sesuai dengan hutang piutang yaitu  

1) Al- 4XU¶DQ�6XUDW�$O- Maidah : 1 yang berbunyi: 

ΎϬ˴͊ϳ˴ Ը́ Ի˴ϳԼ�˴Ϧϳά͉˶ϟ��˶Α� ˸Ϯ˵ϓϭ˴ِ� ˸ ԸϮ˵Ϩϣ˴ ˴˯Խ�˵όϟِ�˵Ϙى�Ω˶Ϯ��Ζِ͉ϠΣ˵˶�˵ΔϤ˴ϴϬ˶˴Α�ϢϜ˴˵ϟ��Լ�˶Ϣ Ի˴όϧ˴ِϷِ��ϻ˶͉·

�ϲ˶˷ϠΤ˶ϣ˵�ή˴ϴِϏ˴�ϢِϜ˵ϴ˴ِϠϋ˴� Իϰ˴ϠΘ˵ِϳ�Ύϣ˴Լ�˶Ϊϴِμ͉ϟ��˴ϭ�˴�ِϢ˵Θϧ�� ˵ϡ˲ή˵Σ˵�˶·�ϥ͉Լ�˴͉��˵ϜΤِ˴ϳ�Ύϣ˴�Ϣن

�˵Ϊϳή˵˶ϳ˺��
$UWLQ\D�� ³KDL� RUDQJ-orang yang beriman penuhilah akad ±

DNDG� LWX´0DNVXG� GDUL� D\DW� GL� DWDV� \DLWX� $OODK� 6:7� PHQ\HUX�
hamba-Nya untuk memenuhi akad- akad (perjanjian)  yang 

                                                             
12 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),hlm.232. 

13 Ahmad Ifham Sholihin, Pedomani Umumi Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2010),hlm.192 

14 Nurul Huda & Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teorits dan 
Praktis(Jakarta: Kencana, 2010),hlm 58. 

15 Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris dan praktis, hlm.58. 
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mencangkup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian 
yang di buat manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.16 

 
2) Hadis Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi: 

 

$UWLQ\D� �� ,EQX� PDV¶XG� PHULZD\DWNDQ� EDKZD� 1DEL� 6DZ��
EHUVDEGD´�EXNDQ�VHRUang muslim (mereka) yang meminjamkan 
muslim ( lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) 
sedekah. 

 
Berdasarkan dalil yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu peminjaman 

seorang hamba kepada Tuhannya infaq, sedekah, santunan anak yatim, dan 

lain-lain, dan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesama. 

Seperti transaksi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya seseorang 

meminjam uang atau barang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhan 

yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk 

mengembalikannya.17 

c.Tambahan Pada Qardh   

            Akad huatang piutang (qard) merupakan salah satu macam dari 

DNDG� WDEDUUX¶� \DLWX� DNDG� \DQJ� GLODNXNDQ� GHQJDQ� WXMXDQ� NHEDLNDQ� GDQ�

tolong menolong bagi sesamanya yang sedang membutuhkan biaya baik 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan akad yang bertujuan untuk 

komersial yang menjurus pada sesuatu yang menguntungkan. Oleh sebab 

                                                             
16 Ibid.59. 
17Ibid ,hlm.71. 
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itu agama islam melarang dan mengharamkan bagi pemberi hutang untuk 

meminta tambahan atas utang piutang yang ia berikan. Banyak fukaha 

yang berargumen bahwa transaksi yang bercamour dengan riba adalah 

batal, tidak sah dan tidak boleh diteruskan. Barang siapa yang 

mempraktikan riba maka transaki tersebut ditolak, meskipun ia tidak tahu 

karena ia telah berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt larangan 

dalam riba menunjukan hukum haram dan rusak.18 

Oleh sebab itu, agama Islam melarang dan mengharamkan bagi 

pemberi hutang untuk meminta tambahan atas piutang yang ia berikan 

ketika jatuh tempo pengembalian hutang. Banyak fuqaha berargumen  

bahwa  transaksi  yang bercampur adengan riba  adalah batal, tidak sah  

dan tidak boleh aditeruskan. Barangsiapa mempraktikan riba, maka 

transaksi tersebut aditolak, meskipun ia tidakatahu karena ia telah berbuat  

asesuatu  yang  diharamkan Allah Swt. Larangan dalam riba> menunjukkan 

hukum haram dan arusak. Setiap pinjaman yang mengambil  manfaat 

adalah  riba>.Sesuai  dengan  kaidah  khusus  di  bidang muamalah yaitu: 

 Setiap orang yang mengambil manfaat dari kreaditor adalah sama 

dengan riba.19 

2. Jual Beli Ijon 

a. jual beli ijon  

           Ijon atau mukhadarah adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian 
                                                             

18  ,ELG�«hlm.98 
19 Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah- masalah Yang Praktis,hlm 138. 
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yang masih hijau atau berada di atas pohon. Sistem jual beli ijon ini 

dilarang oleh Nabi Muhammad Saw diriwayatkan oleh Anas ra: 

 

 

³5DVXOXOODK� 6DZ� PHODUDQJ� muhaqalah, mukhadarah (ijonan), 
mulamasah, PXQDED]DK��GDQ�PX]DEDQDK´�(Hr.Bukhari). 

 
 

           sistem jual beli ijon yang haram, akad salam juga tidak sama 

dengan jual beli ijon yang sering terjadi antara petani dan pengijon atau 

tengkulak, contohnya seorang petani sudah menjual apa yang bakalan 

menjadi hasil panennya kepada tengkulak, padahal belum lagi masa 

panen tanamannya itu belum berbuah bahkan jual beli ijon dilakukan 

sebelum dia menanam. Sistem ijon yang mereka lakukan itu adalah jual 

beli yang mengandung unsur jahalah atau ketidak-jelasan barang yang 

di perjual belikan.20 

                  Tentu saja barang yang dijual tidak jelas, sebab masih mentah 

di pohon, bahkan belum lagi ditanam, sedangkan akad jual beli salam 

berbeda dengan sistem ijon yang haram itu. Yang membedakannya 

bahwa dalam akad salam ini, hasil panen yang dijual harus ditetapkan 

spesifikasinya sejak akad disepakati secara tepat, baik jenisnya 

kualitas,kuantitas dan lainnya dan tidak boleh digunakan pada semata-

mata hasil panen. Sehingga apabila hail panennya tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang sudah disepakati, hutangnya dianggap tetap belum di 

                                                             
20 $KPDG�6DUZDG��³�Jual Beli Salam´���$LQXO�<DNLQ���-DNDUWD�6HODWDQ��KOP��. 



14 
 

 
 

terbayar,petani itu wajib membayar dengan hasil panen yang sesuai 

dengan spesifikasi yang sudah disepakati, bagaimana pun caranya 

termasuk dengan membeli dari petani lain,sedangkan sistem ijon itu 

haram, karena barang yang dijual semata-mata apa adanya dari hasil 

panen, bila hasil panennya jelek atau tidak sesuai harapan, maka yang 

membeli hasil panen itu rugi, sebaliknya bila hasil bagus, maka boleh 

jadi petaninya yang rugi, karena harga jualnya jauh lebeih renda dari 

harga pasar yang berlaku saat itu. 

   b. Syarat berkaitan dengan objek akad (PD¶TXG�DODLK)21 

1) Barang yang dijual maujud (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual 

beli barang yang tidak ada (PD¶GXP�� atau yang dikhawatirkan 

tidak ada. Seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak. 

2) Barang yang di jual harus mal mutaqawwin. Pengertian mal 

mutaqawwin sebagai mana yang sudah di jelaskan dalam uraian 

yang lalu adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung 

dan boleh di ambil manfaatnya. 

3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan 

demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh 

seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik 

perseorangan. 

4) Barang yang di jual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya 

akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang 

                                                             
21 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Amzah,2019), hlm.187. 
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tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut , milik si penjual, 

seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut.22 

c. Syarat sahnya jual beli  

          Syarat sah ini terbagi kedalam dua bagian yaitu syarat umum 

dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada 

setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut 

V\DUDK¶�VHFDUD�JOREDO�DNDG�MXDO�EHOL�KDUXV�WHUKLQGDU�GDUL���PDFDP�Dib: 

 1). Ketidakjelasan (al-jahalah) 

Yang di maksud disini adalah ketidakjelasan yang  serius yang 

mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. 

Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:  

a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual,baik jenisnya  

macamnya,atau kadarnya menurut pandangan pembeli. 

b) Ketidakjelasan harga. 

c) Ketidakjelasan masa tempo seperti dalam harga yang 

diangsur, atau dalam khiyar syarat.Dalam hal ini waktu 

harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal. 

d) Ketidakjelasan dalam langkah penjaminan, misalnya 

penjual mensyaratkan diajukan seorang kafl (penjamin) 

dalam hal inipenjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak 

jelas maka akad jual beli menjadi batal. Seperti seorang 

akan menjual ruman dengan syarat ia (penjual) boleh 

                                                             
22Ibid�«KOP����-190. 
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tinggal dirumah itu selama maa tertentu setelah terjadinya 

akad jual beli.23 

3. Al-Urf 

a. Pengertian Al- µXUI 

.DWD� µ8UI� VHFDUD� HWLPRORJL� EHUDUWL� ³VHVXDWX� \DQJ� GLSDQGDQJ� EDLN� GDQ�

GLWHULPD� ROHK� DNDO� VHKDW´�� 6HGDQJNDQ� VHFDUD� WHUPLQRORJL�� VHSHUWL�

dikemukakan Abdul-KDULP� =DLGDQ�� LVWLODK� µXUI� EHUDUWL� VHVXDWX� \DQJ� WLGDN�

asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu 

dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 

µXUI�GDODP�SHQJHUWLDQ�WHUVHEXW�VDPD�GHQJDQ�SHQJHUWLDQ�Lstilah al-µDGDK��DGDW�

istiadat). Kata al-µDGDK� LWX� VHQGLUL�� GLVHEXW� GHPLNLDQ� NDUHQD� LD� GLODNXNDQ�

secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.24 

 Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. 

Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf 

EDKZD�PDNQD�NDLGDK�VHFDUD�EDKDVD�³�$ODGDWX�³�� ΎόϟΓΩ ) terambil dari kata ³�al 

DXGX´ 

( ϮόϟΩ ) dan ³�al muaawadatu ³� � ϮϤϟΓΩ  ) yang berarti ³pengulangan´�� �Oleh 

karena itu, secara bahasa al-¶DGDK�EHUDUWL�SHUEXDWDQ�DWDX�XFDSDQ�VHUWD�ODLQQ\D�

yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena 

sudah menjadi kebiasaan.Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu 

itu bisa dikatakan sebagai sebXDK�µDGDK¶�DGDODK�NDODX�GLODNXNDQ�VHODPD�WLJD�
                                                             

23Ibid,...hlm 191-192 
24 Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153. 
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NDOL� VHFDUD� EHUXUXWDQ�� 6HGDQJNDQ� ³0XNKDNNDPDWXQ´� secara bahasa adalah 

LVLP�PDI¶X,� GDUL� ³takhkiimun´� \DQJ� EHUDUWL� ³menghukumi dan memutuskan 

perkara manusia�´ Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat 

kebiasaan itu. Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah. 

Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada 

masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah- buahan di pohon 

yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan 

sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas 

persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain.25 

Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah 

menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang 

PHQLQJJDONDQ� VHVXDWX� MXJD� GLVHEXW� DGDW��.DUHQD�PHQXUXW� LVWLODK� DKOL� V\DUD¶�

WLGDN�DGD�SHUEHGDDQ�GL�DQWDUD�µXUI�GDQ�DGDW26 

b. Dalil hukum al-urf 

.HKXMMDKDQ� µXUI� LQL� PHQ\HEXWNDQ� EDKZD� SDUD� XODPD� VHSDNDW� PHQRODN�

µXUI�\DQJ�IDVLG��GDQ�PHUHND�VHSDNDW�PHQHULPD�µXUI�\DQJ�VKDKLK�VHEDJDL�KXMDK�

V\DU¶LL\DK��+DQ\D�VDMD�GDUL�VHJL� LQWHQVLWDV��PD]KDE�+DQDIL\DK�GDQ�0DOLNL\DK�

OHELK�EDQ\DN�PHQJJXQDNDQ�µXUI�GLEDQGLQJNDQ�GHQJDQ�PD]KDE�ODLQQ\D��NDUHQD�

SHUEHGDDQ� LQWHQVLWDV� LWX�� µXUI� GLJRORQJNDn kepada sumber dalil yang 

diperselisihkan.27 

     $GDSXQ�NHKXMMDKDQ�µXUI�VHEDJDL�GDOLO�V\DUD¶��VHEDJDL�EHULNXW�� 

                                                             
25 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.123. 

26 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh), (Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133-134. 

27 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 237. 
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     Firman Allah dalam surah Al- $¶UDI���������� : 
 

�˴Ϧϴ ˶Ϡ ˶ϫΎ Π˴ ˸ϟ� Ϧ˶�˴ϋ�ν˸ή˶ ϋ˸˴  ϭ˴� ϑ˶ ή˸˵ό ˸ϟΎ ˶Α� ή˸ ϣ˵ ˸ ϭ˴� Ϯ˴ ˸ϔ ˴ό ˸ϟ� ά˶ Χ˵  

    Artinya:  Jadilah  engkau  pemaaf  dan  suruhlah  orang  mengerjakan  yang 

ma¶Uuf,  serta  berpalinglah  dari  pada  orang-orang  yang  bodoh. 

G. Metode Penelitian  

Adapunn metode pelitian  yang digunakan  yaitu sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini PHQJJXQDNDQ� SHQGHNDWDQ� � NXDOLWDWLI�� ´� SHQGHNDWDQ�

kualitatif yaitu penelitian yang tujuan utamanya supaya memperoleh 

meperolehwawasan tentang topik-topik tertentu dengan demikian tehnik 

yang digunakan kualitatif umumnya menggunakan metode wawasan 

opserpasih.penilitian ini termasuk dalam  jenis kualitatif karnah penelitian 

ini bersifat alamiah dan penilitan tidak brusaha memanipulasih keadaan 

maupun kondisih dilapangan,peneliti melakukan suatu penelitian dalam 

keadan yang benar.pandangan penelitian kualitatif, mengenai susatu gejalah 

yang di telitih bersifat utuh dan menyeluruh (holistic) sehingga dalam 

penelitian kualitatf tidak hanya tidak menetapkan pelitian pada variabel. 

Penelitiannya saja, akan tetapi mencangkup seluruh situasi dan sosial yang 

ada brupa actor (pelaku), place,(tempat), dan  aktiviti (aktivitas) aemua 

memiliki intraksi dan keterkaitan secara sinergis.28 dan yang paling utama 

dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sebagai instrumen kunci. 

                                                             
28 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekan Kualitatif,Kuantitatif, dan (Bandung: 

CV. Alfabed, 2018), hlm 285. 



19 
 

 
 

 Menurut Strauss dan Corbin mengartikan bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang tidak diperoleh dengan suatu tehnik statistik 

dan jenis hitungan lainnya melainkan di peroleh melalui temuan- temuan 

dengan cara menganalisis dan mengumpulkan data dalam bentuk tulisan 

maupun lisan dan perilaku manusia.29 

 Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang Akad 

Hutang Piutang dengan Sistem Ijon. Penelitin kualitatif ini dipilih karena 

dianggap lebih relevan dalam menjawab permasalahan yang ada terkait 

dengan judul penelitian saya. 

2. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data sehingga keberadaannya dilokasi dan penelitian 

mutlak diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti berfungsi sebagai instrumen 

kunci dalam memperoleh data sehingga dalam meneliti, peneliti berbaur 

bersama-sama dalam sumber data yang diteliti. 

3. Lokasi Penelitian  

 Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini di Desa Berare Kecamatan 

Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang di mana tempat terjadinya tradisi 

akad hutang piutang dengan sistem ijon. 

4. Sumber Data  

 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan hasil 

penelitian lapangan. Pengumpulan dari data primer merupakan bagian 

                                                             
29 Afrizal, Metode Penelitin Kualitatif, ( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2015), hlm.12-

13. 
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integral dari proses penelitian yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

kesimpulan.30 Data primer yang diambil dalam penelitian ini diperoleh 

langsung dari objek penelitian, yaitu dari wawancara dengan informan, 

tokoh agama, petani, pemilik uang tokoh masyarakat, masyarakat yang 

berkaitan dengan permasalahan akad hutang piutang dengan sistem ijon. 

 Data skunder yaitu sumber data yang  menunjang sumber data primer 

yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang di peroleh dari masyarakat 

atau warga Desa Berare yang berhubungan dengan masalah yang di teliti  

baik yang bersumber dari buku, berita, internet, seminar, Koran, maupun 

majalah. 

5. Prosedur pengumpulan data  

 Prosedur pengumpulan data merupakan teknik mengumpulkan data 

melalui pilihan metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah: 

            a. Observasi  

 Observasi  adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau 

objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami 

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan 

gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.31 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap praktik akad 

hutang piutang dengan sistem ijon di desa Berare kecamatan Moyo 

                                                             
30 Hendrady http//teorionline.wordpess.com/service/metode-pengumpulan-data. 
31  Suharmini Arikunto, posedur««�+OP���� 
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Hilir Sumbawa. 

b. Wawancara  

 Wawancara  yaitu memperoleh suatu keterangan atau teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab 

dengan lisan dan bertatap muka langsung antara pengumpul data 

atau peneliti, atau dengan narasumber.32Pada tahap ini peneliti 

menggunakan wawancara tak struktur untuk memperoleh data di 

lapangan dan mempermudah lancarnya wawancara bagi peneliti di 

 lokasi penelitian. Di dalam kegiatan penelitian ini, ada beberapa 

sasaran wawancara peneliti yang terkait dengan akad hutang 

piutng dengan sistem ijon di Desa Berare yaitu:  

1) Para tokoh agama, masyarakat, tokoh masyarakat, di Desa 

Berare. 

2) Para petani yang melakukan akad Hutang piutang dengan 

sistem ijon. 

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi yaitusalah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian sosial untuk meneliti data historis33 

Dengan metpode dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh 

informasi bukan dari orang sebagai narasumber,tetapi penelitian 

memperoleh informasi dariberbagai macam sumber tertulis atau 

dari dokumen yang ada terkait objek penelitian. 
                                                             

32  Andi Prastowo, Metode penelitian«��+OP����� 
33 Iman Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,(Jakarta:PT Bumi 

Aksara,2015),hlm.175. 
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6. Teknik Analisis Data  

          Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasi data dalam kategori  

menjabarkan ke unit-unit melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola 

memilih mana yang penting yang akan dipelajari sehingga mudah 

dipahami oleh diri sndiri maupun orang lain  

  Berdasarkan penjelasan diatas, metode yang digunakan peneliti 

didalam menganalisis data data penelitian lebih diarahkan metode 

induktif yang merupakan jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan 

dengan data-data yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, dalam dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data induktif yang 

merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta 

atau kenyataan dari hasil penelitian  Kabupaten Sumbawa,kemudian 

diteliti hingga ditemukan akad hutang piutang dengan sistem ijon dengan 

tinjauan fikih muamalah dan kemudian dikaitkan dengan teori akad 

hutang piutang dengan sistem ijon. Sehingga pokok persoalan dari 

peneliti ini dapat terjawab sesuai dengan apa yang diharapkan. 

       7. Pengecekan keabsahan data 

 Suatu dapat diyakini kebenarannya apabila data tersebut menunjukan 

data yang sesuai dengan kondisi objektif dilapangan setelah diadakan 

analisis secara seksama. Untuk menetapkan keabsahan data dan memperoleh 

data yang falid, peneliti menggunakan teknik antara lain: 
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a. ketekunan pengamatan  

 Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan cirri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangan relevan dengan persoalan, atau isu 

yang sedang dicari kemudian melibatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci supaya, mendapat data yang benar-benar diperlukan.34 

 Dengan meningkatkan ketekunan peneliti akan lebih cermat dalam 

mengamati keabsahan data-data yang akan diperoleh serta mudah 

mengecek data yang keliru dan mendapatkan data yang lebih akurat dan 

sistematis.  

b. Trianggulasi  

 Yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data-data tersebut. Trianggulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai penegecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

H. SISTEMATIKA  PEMBAHASAN 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama 

pembahasan terkait Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare 

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Dalam rangka memperjelas 

hasil proposal skripsi ini maka peneliti memformulasikan rangkain 

pembahasan dengan susunan sebagai berikut:  

                                                             
34Ibid,͙Śůŵ͘�ϭϳϳ 
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1. Bagian awal  terdiri dari halaman sampul, halaman judul persetujuan    

pembimbing,Nota Dinas Pembimbing, Pernyataan Keaslian Skripsi, 

Pengesahan Dewan Penguji, Halaman Moto, Halaman Prsembahan, 

Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel dan Abstrak. 

 2. Bagian isi  

    Bab I pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup 

dan Setting Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode 

Penelitian, yang terdiri dari Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, 

Lokasi Penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis 

data dan keabsahan data. 

 Bab II, Praktik Akad Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon di Desa 

Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.yang meliputi: 

profil Desa Berare dan Praktik Akad Hutang Piutang Dengan Sistem 

ijon. 

 Bab III, yang berisi tentang hasil temuan Analisis Praktik Hutang 

Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, 

Kabupaten Sumbawa dan Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik 

Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Dsa Berare Kecamatan Moyo 

Hilir, Kabupaten Sumbawa. 

 Bagian  IV, Penutup yang Terdiri dari Kesimpulan dan Saran 

3. Bagian Akhir, Penutup yang Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran 

dan Daftar Riwayat Hidup. 



BAB II 

PRAKTIK AKAD HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM IJON DI DESA 

BERARE KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA 

A. Gambaran Uumum Desa Berare 

1. Sejarah Desa  

Desa Berare merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan 

Moyo Hilir, yang terletak 1,5 km kea rah selatan dari Kecamatan Moyo 

Hilir, Desa Berare mempunyai luas wilayah seluas 5,31 km, Desa Berare 

terdiri dari 6 dusun dianataranya dusun Berare A; Dusun Berare B; Dusun 

Olat po; Dusun Malili II dan Dusun Malili III dengan jumlah penduduk 3646 

Jiwa atau 900 kk 

2.   Letak Geografis 

 Secara geografis wilayah Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir 

Kabupaten Sumbawa,Desa Berare terletak 1,5 km kea rah Selatan dari 

Kecamatan Moyo Hilir dengan Batas-batas wilayah  

- Sebelah Utara        : Berbatasan dengan Desa Batu Bangka 

- Sebelah Selatan     :Berbatasan dengan Desa Moyo 

-Sebelah Timur        : Berbatasan dengan Desa Ngeru  

- Sebelah Barat        : Berbatasan de ngan Desa Poto. 

Luas wilayah Desa Berare adalah 5,31 Km yang terdiri dari: 

a. Tanah Sawah               : 394 Ha. 

b. Tanah Kering               : 151 Ha. 

c. Tanah Basah                 : 373 Ha. 
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d. Tanah Perkebunan        : 5 Ha.  

e. Tanah Fasilitas umum   : 13 Ha. 

Keadaan Topografi Desa Berare dilihat secara umum merupakan daerah 

berdataran rendah, yang beriklim sama dengan Desa-Desa lain di 

Kecamatan Moyo Hilir, dan secara umum mempunyai dua musim yaitu 

musim kemarau dan musim hujan. 

3. Lokasi Desa 

  a. Jarak ke ibu Kota Kecamatan 1 km 

  b.  Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan dengan sepeda motor 10 

menit 

              c. Jarak ke ibu Kota Kabupaten 11 km  

           d.Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan dengan berjalan kaki 30,0jam 

  e. Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten dengan sepeda motor 15 menit 

  f. Lama jarak tempuh ke ibu Kota Provinsi 227 km 

  g. Jarak ke ibu kota Provinsi dengan kendaraan sepeda motor 7,00 jam 

4. Keadaan Fasilitas Kantor Desa 

  Kantor Desa Berare memiliki beberapa fasilitas anatara lain: 

a. Gedung kantor 

b. Ruangan kerja  

c. Mesin ketik  

d. Meja  

e. Kursi 

f. Almari arsip 
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g. Mesin fax  

h. Komputer35 

5. Keadaan Penduduk  

 Berdasarkam data yang diperoleh jumlah penduduk yang berdomisili 

di Desa Berare 900 kk, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yaitu 

berjumlah kurang lebih tahun 2021 ini yaitu, laki- laki 1600 dan perempuan 

15338 orang, sedagkan tahun lalu jumlah penduduk Desa Berare ini yaitu 

laki-laki 966 orang dan perempuan 1295 orang, jumlah kepala keluarga 900 

KK, dan kepadatan penduduk 1.063,20 perKM. 

6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Berare  

Kepala Desa            : H.AHMAD 

BPD                        : MAKARODA 

Sekdes                     : ULUL AZMI S.Pd. 

Kasi Pemmerintah   : SYARAPUDIN 

Kasi Kesejahteraa   : MASTONO 

Kasi Pelayanan        : ABDUL WAHAB ST. 

Kaur Perencanaan    : IDA ROSIDA S. Pd 

Kaur TU UMUM     : SUHARNI S.Si 

Kaur Keuangan        : NOVI WULANDARI S.Pd. 

7. Keaadaan Sosial  

a. Sumber Daya Manusia  

                                                             
35 Profil Desa, Dokumentasi, Desa Berare,Kecamatan Moyo Hilir , Tanggal 17 Juni,Tahun 

2021 
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Banyaknya kegiatan Ormas di Desa BERARE.seperti Remaja 

Masjid, Karang Taruna, Tahlil, PKK, Dasa Wisma, Adat Pengantin, 

Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk 

dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan 

desa pada masyarakat. 

b. Pendidikan  

  Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat 

kesejahteraan pada umumnya, tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas 

sumber daya manusia proses pembangunan Desa akan berjalan dengan 

lancar apabila masyarakat memiliki pendidikan yang cukup tinggi 

Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Desa Berare Tahun 2020 

No Keterangan         Jenis JUMLAH 

LK PR 

1 Usia 3-6 tahun yang belum TK 80 120 200 

2 Usia 3-6 tahun yang sedang TK / play Grup 69 42 111 

3 Usia 7-8 tahun yang tidak pernah sekolah     0   0 0 

4 Usia 7-8 tahun yang sedang sekolah 222 250 472 
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  5 Usia 18-56 tahu yang pernah SD tapi tidak tamat    0   0 0 

6 Tamat SD/sederajat  244 245 489 

7 Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP  50 85 135 

8 Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA    0   0 0 

9 Tamat SMP/sederajat  30 45 75 

10 Tamat SMA/sederajat  126 141 267 

11 Tamat D-1/sederajat   0   0 0 

12 Tamat D-2/sederajat 0 2 2 

13 Tamat D-3/sederajat  0 1 1 

14 Tamat S-1/sederajat  2 5 7 

15 Tamat S-2/sederajat  0 1 1 

16 Tamat S-3/sederajat  0 0 0 

17 Tamat SLB A 0 0 0 

Jumlah 823 937 1,760 

       

Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikam 
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No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. Belum Sekolah 1055 

3. Tidak Tamat SD/Sederajat 9 

4. Tamat SD / sederajat 198 

5. Tamat SLTP / sederajat 95 

6. Tamat SLTA / sederajat 109 

7. Tamat D1, D2, D3  5 

8. Sarjana / S-1             15 

 

 

 Data pendidikan ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan 

Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat 

pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan 

cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh 

dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan 

yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran 

masyarakat akan arti pentingya pendidikan 
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c. Keadaan Ekonomi 

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Berare bergerak 

dibidang pertanian.Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan 

mata pencaharian penduduk adalahtersedianya lapangan pekerjaan yang 

kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang 

dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Hal lain 

yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan 

usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha 

kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha 

khususnya di bidang perdagangan.Tingkat angka kemiskinan Desa 

Berare. yang masih tinggi menjadikan Desa Berare. harus bisa mencari 

peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi 

masyarakat. 

Tabel 2.3 

Mata Pencarian Pokok Desa Berare Tahun 2020 

Tani Dagang Buruh Tani PNS/TNI/Polri Swasta Lain-lain 

1267 134 250 67 257 361 

 

8. Keadaan Agama Desa Berare  

    Agama di Desa Berare 100% beragama Islam.36 

                                                             
36Profil Desa, Dokumentasi, Desa Berare,Kecamatan Moyo Hilir , Tanggal 17 

Juni,Tahun 2021 
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B. Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare     

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. 

  Sebelum peneliti memaparkan praktik hutang piutang dengan sistem ijon ini 

terlebih dahulu peneliti akan memaparkan awal mula terjadinya praktik akad 

hutang piutang dengan sistem ijon tersebut, sebagaimana hasil dari peneliti 

sebagai berikut: 

1. Awal Mula Terjadinya Hutang Piutang dengan sistem ijon  

 Hutang piutang dengan sistem ijon ini terjadi ketika masyarakat tidak 

mempunyai modal untuk melakukan usaha, seperti usaha pertanian untuk 

memenuhi kebutuhan, tanaman padi tidak terlalu membutuhkan perawatan 

yang berlebihan, serta cepat tumbuh, dan cepat panen. Sebaab tanaman padi 

dapat di tanam dalam 2 kali setahun, karena masyarakat/petani merasa lebih 

gampang dan mudah meminjam modal kepada pemilik modal, pemilik 

modal memberi pinjaman karena rasa kekerabatan,dan merasa diuntungkan  

Sebagaimana ungkapan dari Ibu Salbiyah (selaku Petani/ peminjam modal) 

sebagai berikut: 

 ³$NDG�KXWDQJ�SLXWDng ini dikarenakan keadaan,atau faktor ekonomi 
yang mendesak membuat para petani atau masyarakat yang kurang 
mampu meminjam modal kepada pemberi modal.´37 

 
Sebagaimana ungkapan dari Bapak Ruslan (selaku pemilik modal): 

 ³�+XWDQJ� SLXWDQJ� LQL� WHUMDGL� NDUHQD� DGDQ\D� rasa kekerabatan, dan 
MXJD�DGD�NHXQWXQJDQ�´38 

 
 

2. Prosedur Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon  
                                                             

37 Salbiyah, (Petani), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 18 Juni Tahun 2021 
38  Ruslan, (Pemilik Uang), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 18 Juni Tahun 2021 
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Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti, bahwa praktik akad 

hutang piutang dengan sistem ijon di Desa Berare ini dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Tahap penentuan uang pinjaman 

  Sebelum pemberi modal dan petani melakukan transaksi,petani 

melakukan pertemuan dengan pemilik modal sehingga baru ditentukan 

berapa jumlah pijamannya. jumlah uang yang di beri atau di pinjamkan 

sesuai harga per-kg gabah (padi). 

 Seperti yang dikatakan oleh Ibu Asma selaku (petani): 

³8QWXN�PRGDO� SLQMDPDQ� VHVXDL� GHQJDQ� KDUJD� SDGL��PLVDOQ\D�
dipinjam 400 kg padi, dengan jumlah uang  Rp1.500.000 
maka nanti akan dikembalikan dengan padi sejumlah 600 kg 
dengan sejumlah uang Rp2���������´39 

 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sahabudin selaku (pemilik uang) : 

³7DKDS� SHQHQWXDQ� uang pinjaman sesuai berat gabah (padi), 
jika Petani meminjam 400 kg padi seharga Rp 1.500.000, 
maka nanti akan di kembalikan Rp 2.500.000, dan jika 
meminjam 3 Ton padi dengan harga  maka nanti akan di 
kembalikan Rp 4.000.000�´40 

 

b. Tahap akad 

Bentuk akad yang digunakan oleh pemberi modal dan petani dalam 

transaksi hutang piutang dengan sistem ijon yaitu akad secara lisan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni pemberi modal 

melakukan perjanjian hutang piutang dengan sistem ijon secara langsung 

dengan petani. Akad secara lisan oleh pemilik modal dan petani dalam 

                                                             
39 Asma, (Petani), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021 
40 Sahabudin, (Pemiik Uangl), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021 
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transaksi ini dianggap lebih mudah dan bisa dilakukan dimana saja. 

Dalam akad perjanjian yang dilakukan oleh petani dan pemilik uang 

sepakat mengembalikan hutang dngan cara ijon, walaupu pada 

kenyataannya diambil setelah matang Sebagaimana ungkapan dari Ibu 

Ratna sari (pemilik uang): 

Sebagaimana ungkapan dari Ibu Ratna sari (pemilik uang): 

³%LDVDQ\D secara lisan enggak pakai nota-nota, saya hanya menulis 
nama orang yang meminjam di dalam buku hutang,masih sekitar 
desa yang pinjam jadi enggak pakai nota.´41 

 
      Sebagaimana ungkapan dari Bapak saparudin (petani) : 

    
  ´%LDVDQ\D�GDODP�DNDG�SHUMDQMLDQ�SHPEUL�XDQJ�DNDQ�PHPDVXNDQ�

uang pinjaman sejak buah padi belum mateng sedangkan pada 
NHQ\DWDDQQ\D�GL�DPELO�VHWHODK�PDWDQJ´42 

c. Tahap pembayaran  

  Tahap pembayaran dalam transaksi hutang piutang dengan sistem 

ijon dilakukan pada saat musim panen, walaupun sisitem ijon itu 

dilakukan pada saat buah padi belum matang, pada saat itu jumlah hutang 

sudah di hitung oleh pemberi modal akan tetapi pada kenyataannya uang 

padi akan diambil ketika panen nanti. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Agus (selaku petani peminjam 

modal) 

³Tahap pembayaran hutang dilakukan pada saat musim panen 
ketika saya atau petani lain meminjam gabah, atau padi sejumlah 
500 kg/ Rp 1.500.000, maka dikembalikan sebesar Rp 2.000.000, 
apabila gagal panen maka uang tersebut dikembalikan atau di 

                                                             
41 Ratna Sari, (Pemberi Modal), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 18 Juni Tahun 2021 
42 Saparudin, (Petani), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021. 
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bagi dua, nanti sisanya akan dikembalikan pada saat panen lagi 
sebanyak hutang yang dipinjam  pada awal perjanjian.´43 

3. Respon RT/ Rw terhadap akad hutang piutang dengan sistem ijon  

Respon RT/Rw ada yang mengatakan boleh, dan mengatakan tidak 

boleh, di katakana boleh karena ada kebutuhan yang mendesak, sedangkan 

dikatakan tidak boleh karena, tidak diperbolehkan meminjam sesuatu yang 

mendatangkan keuntungan bagi si pemilik modal karena utang yang menarik 

manfaat adalah riba. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Gunawan jalo (selaku ketua RT) 

´Mengambil uang padi atau berhutang boleh saja karena faktor 
kebutuhan untuk biaya tanaman karena kurang biaya atau modal, 
dengan berhutang selain untuk biaya untuk mengolah sawah, masih 
banyak kebutuhan lain , misalnya untuk kebutuhan sekolah dan 
keperluan sehari-hari.´44 

  Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Jamaludin (selaku ketua Rw) 

Praktik hutang piutang dengan sistem ijon ini sudah jelas dilarang dan 
bertentangan dengan syariat islam, akan tetapi masi banyak petani 
yang berhutang karena kebutuhan yang mendesak´45  

4. Respon Masyarakat Desa Berare Mengenai Adanya Praktik Hutang Piutang 

dengan Sistem Ijon 

  Respon masyarakat sekitar terhadap hutang piutang dengan sistem 

ijon menyetujui adanya hutang piutang tersebut karena cara yang di rasa 

sangat mudah meminjam modal kepada pemilik modal dari pada di instansi, 

modal yang diberikan akan cepat diberikan untuk memenuhi kebutuhan 

                                                             
43 Agus, (Petani), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021. 
44 Gunawan Jalo, (Ketua RW), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021 
45 Jamaludin, (Ketua RT), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 20 Juni Tahun 2021 



36 
 

 
 

masyarakat yang butuh modal, atau petani. Sebagian masyarakat ada yang 

tidak menyetujui sestem hutang tersebut,  

 Seperti yang dikatan oleh Bapak Manto (selaku Masyarakat): 

 ³Tanggapan mengenai praktik akad hutang pitang dengan sistem ijon 
adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat, kita berhutang untuk 
menunjang kebutuhan pertanian yang ada di Desa, atau kebutuhan 
lainnya.´46 

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Hernianti (selaku masyarakat): 

 ³Mengambil uang duluan sebelum panen sebenarnya bertentangan 
dengan syariat islam tetapi itulah satu-satunya cara yang mudah untuk 
mendapat modal untuk kebutuhan.´47 

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ida  

³+XWDQJ�SLXWDQJ�GHQJDQ�VLVWHP�LMRQ�LQL�VDQJDW�PHQFHNLN�SDUD�SHWDQL�
GHQJDQ�MXPODK�SHQJHPEDOLDQ�XDQJ�SLQMDPDQ´48  

Tabel 2.4 

Daftar Responden 

No Nama Desa Keterangan Tanggal 

1 Salbiyah Berare Petani 18 Juni 2021 

2 Sahabudin Berare Pemilik uang 18 Juni 2021 

3 Ruslan  Berare  Pemilik uang 18 juni 2021  

4 Ratna Sari Berare Pemilik uang 18 Juni 2021 

5 Saparudin  Berare  Petani  19 juni 2021 

5 Agus Ber are Petani 19 Juni 2021 

                                                             
46 Manto, (Masyarakat), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 21 Juni Tahun 2021. 
47 Hernianti, (Masyarakat), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 21 Juni Tahun 2021. 
48 Ida, (Masyarakat), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 19 Juni Tahun 2021 
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6 Gunawan Jalo Berare Ketua Rt 19 Juni 2021 

7 Jamaludin Berare Ketua Rw 20 Juni 2021 

8 Manto Berare Masyarakat 21 Juni 2021 

9 Hernianti Berare Masyarakat 21 Juni 2021 

10 Asma Berare Petani 22 Juni 2021 

11 Aminudin Berare Petani 20 Juni 2021 

12 Tajudin Berare Petani 20 Juni 2021 

13 Ida  Berare  Masyarakat  21 Juni 2021 

 

5. Faktor yang Mempengaruhi Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem   Ijon di           

Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa 

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi akad hutang piutang dengan sistem ijon  di Desa 

Berare diantaranya karena faktor keadaan ekonomi yang mendesak yang membuat 

petani terpaksa meminjam modal kepada pemilik modal, faktor lain karena petani 

lebih mudah meminjam modal kepada pemilik modal. 

  Transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dan petani, pemilik modal 

lebih diuntungkan disini petani meminjam modal hanya untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aminudin (selaku petani): 

   ³Dengan modal yang diberikan oleh pemilik modal tersebut digunakan 
hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dan untuk makan 
sehari hari.´49 

 

                                                             
49 Aminudin, (Petani), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 19  Juni  Tahun 2021 
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  Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Tajudin (selaku petani): 

³Modal yang dipinjam kepada pemilik modal dikelola untuk modal 
pertanian untuk menyambung hidup buat makan sehari-KDUL�´50 

 

C. TANGGAPAN TOKOH AGAMA 

     Seperti yang dikatakan oleh H. Damhuji (Tokoh Agama): 

³Dalam islam sistem pinjam meminjam yang mengharapkan bunga, 
tetaplah haram hukumnya, karena disana berlaku hukum riba. Tidak 
diperbolehkan meminjamkan sesuatu yang bertujuan mendatangkan 
keuntungan bagi si pembri uang meskipun sudah menjadi kebiasaan, 
karena hutang yang mengambil manfaat adalah riba kecuali ada sukarela 
pengembalian lebih dari si pemijam�´51 

 
Hal serupa dikatan oleh Ustadz Hilalludin (Tokoh Agama): 

  ³� VLVWHP� EHUKXWDQJ� KDUXV� GLEDUDQJL� GHQJDQ� WDWD� NUDPD� DQWDUD� VL� SHPEHL����
uang dan peminjam uang, sedangkan hutang piutang dalam praktik ijon 
tersebut memojokan penerima hutang´52 

 
  Hal serupa dikatakan oleh ustadz Bung ( Tokoh Agama): 

 
³+XWDQJ�GHQJDQ�VLVWHP� LMRQ�VXGDK� MHODV�GLODUDQJ�ROHK�V\DULDW� LVODP�NDUHQD�
LMRQ�LWX�MXDO�EHOL�\DQJ�GLODUDQJ�´53 

 
Seperti ungkapan Bapak Rezad (Tokoh Agama): 

           ³+XWDQ� SLXWDQJ� GL� EROHKNDQ� DQVDO� VHVXDL� GHQJDQ� \DULDW� LVODP�� NDUHQD����
PDV\DUDNDW�EDQ\DN�\DQJ�EHUKXWDQJ�NDUHQD�NHDGDDQ�\DQJ�PHQGHVDN´54 

Tabel 2.5 

Responden Tokoh Agama 

No  Nama  Umur  Desa  Pekerjaan  Tanggal  

                                                             
50 Tajudin,(Petani), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 20 Juni  Tahun 2021. 
51 Damhuji (Tokoh Agama), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 18 Juni  Tahun 2021. 
52 Hilalludin, (Tokoh Agama), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 19 Juni  Tahun 2021. 
53 Bung, (Tokoh Agama), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 19 Juni  Tahun 2021. 
54  Resad, (Tokoh Agama), Wawancara, Desa Berare, Tanggal 22 Juni  Tahun 2021 
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1 H. Damhuji 59 Tahun Berare  Marbot  18 Juni 2021  

2 Ustadz Hilalludin 57 Tahun  Berare  Guru Madrasah  19 Juni 2021 

3 Usdadz Bung 52 Tahun Berare  Guruh Madrasah  19 Juni 2021 

4 H. Resad 60 Tahun  Berare  Guru Ngaji  22 Juni 2021 



BAB III 

ANALISIS AKAD HUTANG PIUTANG DENGAN SISTEM IJON DI DESA 

BERARE KECAMATAN MOYO HILIR SUMBAWA 

 
A. Analisis Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon di Desa Berare  

Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa 

Pada bab II (Dua) sudah di jelaskan awal mula terjadinya praktik Akad 

hutang piutang dengan sistem ijon. Hutang piutang dengan sistem ijon ini sudah 

ada sejak zaman dulu petani selalu menanam padi 2 kali dalam setahun, padi 

merupakan tanaman yang banyak ditanam oleh penduduk di Desa Berare,. Padi 

merupakan tanaman yang cepat tumbuh dan tidak memiliki perawatan yang 

berlebihan dan pada saat masyarakat tidak punya modal untuk melakukan usaha 

pertaniannya, atau karena keadaannya yang mendesak, sebagian masyarakat 

meminjam modal kepada pemilik modal atau biasa disebut. 

1. Analisis Obyek  Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon 

Masyarakat di Desa Berare melakukan praktik Hutang piutangn dengan 

sistem ijon menggunakan akad secara lisan yang di dasari atas dasar 

kepercayaan antara kedua belah pihak. Akad merupakan suatu perikatan 

yang ditetapkan dengan ucapan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syariat 

yang berdampak pada objek hutang piutang. Oleh sebab itu semua transaksi 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak boleh menyimpang dari 

ketentuan syariat, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, dan 

tidak boleh melakukan transaksi yang dapat merugikan orang lain. 

Sedangkan objek transaksi dalam praktik akad hutang piutang di 
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peroleh dengan cara jual beli padi yang belum matang oleh pemilik modal 

kepada petani,didalam akad hutang piutang sudah di hitung atau ditentukan 

jumlah ada saat keadaan padi belum matang dengan harga yang sudah 

ditentukan oleh pemilik modal, sedangkan dalam praktiknya pemilik modal 

akan mengambil padi tersebut setelah panen. 

           Syarat berkaitan dengan objek akad (PD¶TXG�DODLK) 

Barang yang dijual maujud (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli   

barang yang tidak ada (PD¶GXP��atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti 

jual beli buah-buahan yang belum tampak.55 

2. Analisis Pelaksanaan Praktik Akad Hutang Piutang dengan Sistem Ijon. 

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai praktik akad hutang 

piutang dengan sistem ijon memiliki beberapa tahap: 

a. Tahap penentuan uang pinjaman 

Sebelum pemberi modal dan petani melakukan transaksi, pemberi 

modal menentukan jumlah uang yang di beri atau di pinjamkan sesuai 

harga per-kg gabah (padi). Dalam menentukan uang pinjaman sesuai 

berat gabah (padi), jika Petani meminjam 500 kg seharga Rp 1.500.000, 

maka nanti akan di kembalikan Rp 2.500.000, dan jika petani atau 

masyarakat meminjam 3 Ton maka nanti akan di kembalikan Rp  

4.000.000. 

 

b. Tahap akad 

                                                             
55 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta:Amzah,2019), hlm.187 
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 Tahap akad yaitu tentunya sebelum melakukan transaksi Hutang 

piutang terlebih dahulu melakukan akad yang didasari atas dasar kerelaan 

satu sama lain agar memperjelas transaksi yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak. Akad yang digunakan oleh warga Desa Berare tersebut 

adalah akad secara lisan. Akad secara lisan digunakan oleh pemilik modal 

dengan petani, masyarakat, yang berhutang dalam melakukan transaksi 

hutang piutang ini karena adanya kepercayaan antara kedua belah pihak 

serta dianggap lebih mempermudah pemberi modal dan petani dalam 

bertransaksi. Akan tetapi menurut peneliti akan lebih baik jika transaksi 

hutang piutang yang dilakukan secara lisan ini dibarengi dengan nota 

sebagai bukti transaksi. 

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320 Undang-Undang 

KUHPerdata bahwa terdapat syarat dalam melakukan suatu perjanjian 

seperti berukut: 

a) kesepakatan mereka mengikatkan dirinya. 

b) Kecakapan untuk berbuat sesuatu. 

c) Suatu pokok persoalan tertentu. 

d) Suatu sebab yang tidak terlarang. 

c. Tahap pembayaran  

Pembayaran dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembayaran 

dilakukan pada saat musim panen padi, walaupun sisitem ijon itu 

dilakukan pada saat buah padi belum matang, pada saat itu jumlah hutang 

sudah di hitung oleh pemberi modal akan tetapi pada kenyataannya uang 
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padi akan diambil ketika panen nanti. Tahap pembayaran hutang 

dilakukan pada saat musim panen ketika petani meminjam gabah, atau padi 

sejumlah 500 kg/ Rp 1.500.000, maka dikembalikan sebesar Rp 

2.000.000, apabila hasil sawah petani tidak memenuhi jumlah uang yang 

dipinjam maka uang tersebut dibagi dua, nanti sisanya akan 

dikembalikan pada saat panen lagi sebanyak hutang yang dipinjam  pada 

awal perjanjian. Menurut peneliti sistem pembayaran yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak dalam transaksi ini tidak masalah selagi keduanya 

saling ridho.   

sepakat seperti yang dijelaskan  dalam  pasal  KUHperdata bahwa 

suatu sebab adalah terlarang jika sebab tersebut  dilarang oleh undang-

undang atau bila sebab itu  bertentangan dengan kesusilaan atau, 

bertentangan dengan ketertiban umum.56 

B. Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Praktik Akad Hutang Piutang dengan    

Sistem Ijon di Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. 

           Pada dasarnya segala sesuatau yang diciptakan oleh Aallah Swt di dunia ini 

adalah halal. Tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang haram kecuali ada nash 

(dalil) yang shahi, jelas maknanya, dan pemilik syariat Allah Swt yang 

menghatamkannya. Akad hutang piutang dengan sistem ijon. 

  1. Hutang piutang yang di kemukakan oleh Bapak Dhamuji hutang yang 

mengambil manfaat atau riba, merajuk pada urf kebiasaan masyarakat 

                                                             
56 Tim Permata Press, Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (PERMATA 
PRESS:2010), hlm.316. 

 



44 
 

 
 

           WHUGDSDW� SHQGDSDW� \DQJ� PHPEDKDV� PHQJHQDL� WXQWXWDQ� µXUI�

(kebiasaan) orang yang meminjam dengan kelebihan,  yaitu  sebagai 

berikut: 

      Menurut ulama Malikiyah, sebagian Syafiiyah dan sebagian 

Hanabilah orang yang meminjami GHQJDQ� EXQJD� NDUHQD� µXUI� �NHELDVDDQ��

itu sama dengan idisyaratkan (tidak dibolehkan). 

    Menurut sebagian ulama Syafiiyah dan sebagian Hanabilah 

mengatakan orang yang  meminjam  dengan  bunga  karena  µXUI��LWX�WLGDN�

termasuk disyaratkan,  maka  dibolehkan  bahkan  termasuk husnula 

qadha (mengganti dengan baik atau dengan yang lebih  baik). 

<DQJ� GLPDNVXG� GHQJDQ� ÃPDQIDDWǥ� GDODP� NDLGDK� WHUVHEXW� \DLWX�

kelebihan  atau  tambahan  dari  pembayaran  hutang  yang  telah 

disyaratkan di awal akad. Apabila tambahan pembayaran  tersebut  

diberikan secara sukarela oleh penerima pinjaman yang biasa disebut 

dengan sumbangan, maka hal tersebut diperbolehkan.57 

           Riba telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian 

bangsa arab seperti halnya sistem ekonomi negara-negara lain. 

Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting  demi keberhasilan 

pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam 

mempertimbangkan bunga itu suatu kejahatan yang menyebarkan  

kesengsaraan  dalam  kehidupan.  Alquran  menyatakan haram terhadap 

bunga bagi kalangan masyarakat Islam 

                                                             
57 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,hlm,193. 
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  2. hutang piutang yang dikemukakan oleh Bapak Resad, boleh berhutang ansal 

sesuai dengan syariat islam dan merajuk pada,dasar hukum Al-qur¶DQ��

Hadis, dan Ijma. 

a Al-TXU¶DQ 

            Al-TXU¶DQ�DGDODK�GDVDU�KXNXP�\DQJ�PHQGXGXNL�SULQJNDW�SHUWDPD�

dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan 

beragama. Adapun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan 

dalam Islam yang bersumber dari Al-4XU¶DQ�DGDODK� ILUPDQ�$OODK�4�6�

AL-Maidah ayat 2: 

 

 ϭ˴ ˸Ϊ ˵ό ˸ϟ ϭ˴� Ϣ˶ ˸Λ ˶Ϲ˸�ϰ˴Ϡ ˴ϋ�Ϯ�˵ ϧ ϭ˴Ύ ˴ό˴ Η� ϻ˴ ϭ˴  

 $UWLQ\D�� ³'DQ� WRORQJ� PHQRORQJODK� NDPX� GDODP� �PHQJHUMDNDQ��

NHELMDNDQ�GDQ�WDNZD´ 

 
           Maksud ayat ini adalah bertolong menolonglah kamu yang 

menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah, jika seorang 

manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah 

kebahagiannya. Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur 

dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam 

kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang dengan 

seseorang harus didasari dengan niat yang tulus sebagai usaha untuk 

menolong sesame dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa 

pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sat 
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pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangan dalam 

melakukannya.58 

               Tujuan dan hikma dibolehkan hutang piutang adalah memberi 

kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena manusia 

itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang 

kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang 

berkecukupan. 

            b.  Hadis  

 Al-Hadis merupakan rahmat dari Allah swt kepada umatnya sehingga 

hukum islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan 

zaman. Hadis yang menerangkan tenang hutang piutang yaitu:  

 Sabda Rasulullah sah. 

 

  

 

 

 

 

$UWLQ\D�� ³GDUL� $EX� 5DIL¶D� UD�� %DKZDVDQQ\D� 1DEL� VDZ� SHUQDK� PHPLQMDP�
seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima 
seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi Saw menyurugh Abu 
5DIL¶,� EHUNDWD� ³DNX� WLGDN� PHQHPXNDQ� NHFXDOL� \DQJ� EDLN� GDQ�
pilihan yang sudah berumur HPSDW�WDKXQ�´�PDND�5DVXOXOODK�6DZ�
EHUVDEGD�´� EHULNDQODK� NHSDGDQ\D�� NDUHQD� VHEDLN-baiknya 
manusia adalah yang paling baik melunasi hutang (HR.Muslim 

                                                             
58 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih (Bogor:Kencana 2003),hlm.222. 
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no.880). 
c.  Ijma 

        Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai 

kebolehan hutang piutang. Kesepakatan ini didasarkan pada tabiat 

manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan 

saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu 

bangian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat 

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.  

            Meskeipun demikian hutang piutang juga mengikuti hukum 

taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang 

haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya 

dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika 

diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya haram 

jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, 

misalnya untuk memberi narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya 

boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi 

mendapatkan keuntungan besar. 

3. Dalam transaksi hutang piutang yang dikemukakan oleh ustad Hilaludin              

hendaknya disertai dengan tata kerama, merujuk pada Al-TXU¶DQ 

a. Dalam Hutang piutang 

                          Perlu dilakukan pencatatan hutang karena hutang berada di 

tanggungan seseorang, maka keberadaannya perlu dicatat. Oleh 

karena perjanjian verbal mengenai hutang dapat menimbulkan 

perselisishan, penipuan dan masalah hukum, maka Al-QXU¶DQ�
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mewajibkan kedua belah pihak, pemilik modal atau peminjam 

modal, melakukan kontrak hutang dengan tertulis disaksikan oleh 

dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan 

pelunasannya. 

                1) Apabila yang berhutang dalam kesukaran, maka diberi 

tangguhan sampai mereka bisa membayar. Dilarang hukumnya 

menuntut pengembalian hutang kepada orang yang belum 

memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin. 

            2) Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi 

hutangnya segera mungkin takkalah ia telah memiliki 

kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Apabila 

pihak yang berhutang telah mampu maka wajib segera 

melunasi hutangnya, menunda pembayaran hutang bagi yang 

telah mampu merupakan perbuatan aniaya. 

Ꭻ�˴ή˵ϫ�ϰ˶Α˴�ϥ˸ଉ˴�ϝΎ˴ϗ�ϢϠγϭ�ϪϴϠϋ�ௌ�ϰϠλ�˶ဃ͉�ϝ˴Ϯγ˵έ˴�ϥ˴͉�ϪϨϋ�ௌ�ϰοέ��˴Γή˴ϳ˸
�˸ϊ˴Β˸Θ˴ϴϠ˸˴ϓ� ˷ϰ˳Ϡ˶ϣ˴�ϰ˴Ϡϋ˴�Ϣ˸ϛ˵˵ΪΣ˴˴�ϊ˶˴Β˸Η˵�˴Ϋ˶Έ˴ϓ�ˬ�Ϣ˲Ϡ˸υ˵� ˷ϰ˶˶Ϩ˴ϐϟ˸�Ϟ˵τ˸ϣ˴ 

Artinya: Dari Abu Huraira, ia berkata bahwa Rasulullah Saw 

bersassssbda: mengulur membayar hutang oleh orang kaya (padahal 

dia mampu) adalah kedzaliman. Dan jika seseorang dari kalian 

dipindahkan (haknya) kepada seseorang yang kaya, hendaknya dia 

menuruti hal itu 

           Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjaman 

meminjam atau hutang piutang tentang nilai ±nilai sopan santun yang terkait 
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di dalamnya. Islam mengatur berhutang piutang yang membawa pelakunya 

ke syurga dan menghindarkan dari api neraka dengan memberikan aturan 

tersendiri tentang adab-adab berhutang, antara lain sebagaimana dalam Al- 

4XU¶DQ�$O�%DTDURK������\DQJ�EHUEXQ\L� 

�ΐ˵˸ΘϜ˴˸ϴϟ˸ϭ˴� �ϩϮ˵Β˵Θϛ˸Ύ˴ϓ˵�ى ϰϤ̒δ˴ϣ˵� Ϟ˳Ο˴˴� Իϰ˴ϟ˶·� Ϧ˳ϳ˴˸Ϊ˶Α� Ϣ˵˸ΘϨ˴˸ϳ˴Ϊ˴Η� ˴Ϋ˶·� Ϯ˵Ϩϣ˴� Ϧ˴ϳά˶͉ϟ� ΎϬ͊˴ϳ˴� Ύ˴ϳ

� ϻ˴ϭ˴� ��ϝ˶Ϊ˸˴όϟ˸Ύ˶Αى ΐ˲˶ΗΎϛ˴� Ϣ˸Ϝ˴˵Ϩϴ˴˸Α�˸ΐ˵ΘϜ˴˸ϴϠ˸˴ϓ� �ဃ͉˵�ى ˵ϪϤ͉˴Ϡϋ˴� ΎϤ˴ϛ˴� ΐ˵˴ΘϜ˴˸ϳ� ϥ˴˸� ΐ˲˶ΗΎϛ˴� Ώ˸˴΄˴ϳ�

�ϥ˴Ύϛ˴� ϥ˶˸Έ˴ϓ� �˴�Ύ˱Όϴ˸ηى ˵ϪϨ˸ϣ˶�β˸Ψ˴Β˴˸ϳ� ϻ˴ϭ˴� ˵Ϫ͉Αέ˴� ˴ဃ͉� ϖ͉˶Θ˴ϴϟ˸ϭ˴� ϖ͊Τ˴ϟ˸� Ϫ˶ϴ˴˸Ϡϋ˴�ϱά͉˶ϟ� Ϟ˶Ϡ˶Ϥ˵˸ϴϟ˸ϭ˴

�˵Ϫ͊ϴϟ˶ϭ˴�Ϟ˸Ϡ˶Ϥ˵˸ϴϠ˸˴ϓ�Ϯ˴˵ϫ�Ϟ͉Ϥ˵˶ϳ�ϥ˴˸�ϊ˵ϴτ˴˶Θδ˴˸ϳ�ϻ˴�ϭ˴˸�Ύ˱ϔϴό˶ο˴�ϭ˴˸�ΎϬ˱ϴϔ˶γ˴�ϖ͊Τ˴ϟ˸�Ϫ˶ϴ˴˸Ϡϋ˴�ϱά˶͉ϟ

�˴η� ϭ˵ΪϬ˶θ˴˸Θγ˸ϭ˴� ��ϝ˶Ϊ˸˴όϟ˸Ύ˶Α�Ϟ˲Ο˵ή˴˴ϓى Ϧ˶ϴ˴˸ϠΟ˵έ˴� Ύ˴ϧϮϜ˴˵ϳ� Ϣ˴˸ϟ� ϥ˶˸Έ˴ϓ� �˶�Ϣ˸Ϝ˵ϟ˶ΎΟ˴έم Ϧ˸ϣ˶� Ϧ˶ϳ˴˸ΪϴϬ˶

�ΎϤ˵˴ϫ˴ΪΣ˶˸·� ή˴ ˶ϛ˴˷ά˵Θ˴ϓ� ΎϤ˵˴ϫ˴ΪΣ˶˸·� Ϟ͉π˴˶Η� ϥ˴˸� ˶˯ ˴ΪϬ˴θ͊ϟ� Ϧ˴ϣ˶� ϥ˴Ϯ˸ο˴ή˴˸Η� Ϧ˸Ϥ͉ϣ˶� ϥ˶Ύ˴Η˴ή˴ϣ˸ϭ˴

�˴Η� ϥ˴˸�Ϯϣ˴˵΄δ˴˸Η�ϻ˴ϭ˴� �˴�Ϯϋ˵˵Ω�Ύϣى ˴Ϋ˶·� ˵˯ ˴ΪϬ˴θ͊ϟ�Ώ˸˴΄˴ϳ�ϻ˴ϭ˴� �ى Իϯή˴Χ˵˸Ϸ˸�ή˱ϴϐ˶λ˴� ˵ϩϮ˵Β˵ΘϜ˸

��Ϯ˵ΑΎ˴Ηή˴˸Η�ϻ˴͉م� Իϰ˴ϧΩ˴˸ϭ˴�˶Γ˴ΩΎϬ˴θ͉Ϡϟ˶�ϡ˵Ϯ˴ϗ˴˸ϭ˴�˶ဃ͉�˴ΪϨ˸ϋ˶�˵ςδ˴ϗ˴˸�Ϣ˸Ϝ˵ϟ˶ Ի˴Ϋى��Ϫ˶Ϡ˶Ο˴˴� Իϰ˴ϟ˶·�ή˱ϴ˶Βϛ˴�ϭ˴˸

�ϻ˴͉� Ρ˲Ύ˴ϨΟ˵� Ϣ˸Ϝ˵ϴ˴˸Ϡϋ˴� β˴ϴ˴˸Ϡ˴ϓ� Ϣ˸Ϝ˴˵Ϩϴ˴˸Α� ΎϬ˴˴ϧϭή˵ϳΪ˵˶Η� ˱Γή˴ο˶ΎΣ˴� ˱Γέ˴ΎΠ˴˶Η� ϥ˴ϮϜ˴˵Η� ϥ˴˸� ϻ˶͉·

��Ύϫ˴Ϯ˵Β˵ΘϜ˴˸Η��Ϯ˵Ϡ˴όϔ˴˸Ηن ϥ˶˸·ϭ˴� �˴ΪϴϬ˶η˲�ى ϻ˴ϭ˴� ΐ˶˲ΗΎϛ˴� έ͉Ύπ˵˴ϳ� ϻ˴ϭ˴� ��Ϣ˵˸Θό˴˸ϳΎ˴Β˴Ηى ˴Ϋ˶·� ϭ˵ΪϬ˶η˴˸ϭ˴

�˲ϢϴϠ˶ϋ˴� ˳˯ ϲ˸η˴� ˶Ϟ˷Ϝ˶˵Α�˵ဃ͉ϭ˴ن��˵ဃ͉�Ϣ˵Ϝ˵Ϥ˵˶˷Ϡ˴ό˵ϳϭ˴م��˴ဃ͉�Ϯ˵Ϙ͉Ηϭ˴ن��Ϣ˸Ϝ˶˵Α�ϕ˲Ϯδ˵˵ϓ�˵Ϫ͉ϧ˶Έ˴ϓ  

 
 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah   

tidak     secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kmu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya maka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwah kepada Allah 
tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. 
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan maka hendaklah 
walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika taka da dua 
orang lelaki, maka (boleh) seorang lelalaki dan dua orang perempuan 
dari saksi saksi yang kamu ridohi, supaya jika seorang lupa maka yang 
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seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguan mu (tulislah muamalahmu itu), kecuali juka muamalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan dianatara kamu maka tidak ada 
dosa bagi kamu,(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 
hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada  
Allah: Allah mengajarmu: dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.59 
 

4. Hutang piutang menurut uztad Bung merajuk pada hadis Rasulullah Hadis 

Riwayat Bukharih. 

 Ijon atau mukhadarah adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang 

masih hijau atau berada di atas pohon. Sistem jual beli ijon ini dilarang oleh 

Nabi Muhammad Saw diriwayatkan oleh Anas ra: 

 

 

 

 

$UWLQ\D�´5DVXOXOODK� 6DZ� PHODUDQJ� muhaqalah, mukhadarah (ijonan), 
mulamasah, munabazah, dan PX]DEDQDK´�(Hr.Bukhari). 

 
   Namun faktanya, dalam masyarakat petani ,praktik jual beli semacam 

itu telah mentradisi dan dianggap sebuah kelaziman. Jual beli buah ±buahan 

yang belum matang ,belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah 

salah satu diantara barang-barang yang terlarang diperjual-belikan.  

           Tentu saja barang yang dijual tidak jelas, sebab masih mentah di 

                                                             
59  Al- YƵƌ͛ĂŶ͕��ĂƋĂƌĂŚ͕Ϯ͘ϮϴϮ͘ 
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pohon, bahkan belum lagi ditanam,  sedangkan akad jual beli salam berbeda 

dengan sistem ijon yang haram itu. Yang membedakannya bahwa dalam akad 

salam ini, hasil panen yang dijual harus ditetapkan spesifikasinya sejak akad 

disepakati secara tepat, baik jenisnya kualitas,kuantitas dan lainnya dan tidak 

boleh digunakan pada semata-mata hasil panen. Sehingga apabila hail 

panennya tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, hutangnya 

dianggap tetap belum di terbayar,petani itu wajib membayar dengan hasil 

panen yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, bagaimana pun 

caranya termasuk dengan membeli dari petani lain,sedangkan sistem ijon itu 

haram, karena barang yang dijual semata-mata apa adanya dari hasil panen, 

bila hasil panennya jelek atau tidak sesuai harapan, maka yang membeli hasil 

panen itu rugi, sebaliknya bila hasil bagus, maka boleh jadi petaninya yang 

rugi, karena harga jualnya jauh lebeih renda dari harga pasar yang berlaku 

saat itu. 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme hutang piutang yang di praktikkan oleh pemilik modal sama 

dengan akad pada umumnya. Ketika ada petani yang hendak ingin 

melakukan praktik hutang piutang kepada pihak pemilik modal untuk 

melakukan peminjaman, kemudian kedua belah pihak mengadakan transaksi 

atau perjanjian kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya 

secara lisan dan berupa catatan-catatan oleh pemilik modal mengenai 

tanggal pengambilan pinjaman,jumlah uang serta tanggal pengembalian. 

2. Para tokoh agama melarang adanya akad hutang piutang dengan sistem ijon, 

karena dalam islam sistem pinjam meminjam yang mengharapkan bunga 

tetaplah haram dan, hutang piutang yang lebih banyak kemuddorotan dari 

pada manfaatnya dilarang oleh syariat Islam, ditambah dengan sistem 

pengembalian hutang dengan cara ijon jual beli yang dilarang. 

B. Saran 

             Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan 

saran-saran agar lebih baik kedepannya, diantaranya:  

1. Sebaiknya masyarakat atau petani yang ingin melakukan transaksi hutang 

piutang untuk kegiatan pertanian, akan lebih baik berhutang di instansi 

keuangan, agar tidah ada penambahan hutang (riba). 

2. Seharusunya pemilik modal dalam memberikan jasa pinjaman bersyarat 

untuk tidak mengambil kelebihan, sebab mengakibatkan orang yang 
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meminjam keberatan dengan adanya tambahan tersebut,karena pada 

dasarnaya hutang piutang harus di dasari pada sistem tolong menolong 

tanpa adanya tambahan dalam menjalankan praktik muamalah agar sesuai 

dengan prinsif-prinsif Islam. 
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Lampiran 1: Dokumen Wawancar 

 
      Hasil padi yang dijual 

 
     Wawancara dengan Ibu Salbiyah (petani) 
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Wawancara dengan Bapak Damhuji (Tokoh Agama)  
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Wawancara dengan Bapak Manto (Masyarakat) 

 

Wawancara dengan Bapak Agus (petani) 
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Lampiran 2: 
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Lampiran 3: 

 

 



63 
 

 
 

Lampiran 4: 

 



64 
 

 
 

Lampiran 5: 
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